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WALIKOTA PAREPARE 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 
NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN 
DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PAREPARE, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 
menyatakan bahwa ketentuan batas jurnlah SPP-UP 
dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah, dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/762/Keuda per ihal 
Pedoman Pengelolaan Kas Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan 
Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan Batas 
Minimal Pengajuan SPP-GU dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah- daerah Tingkat 11 di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnba hari 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undana-Undariz . 

Menimbang: 
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(3) Batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah maksimal 
maka pengajuan SPP-TU dibatasi hanya kegiatan yang sangat 
mendesak dan pemberian TU dimaksud sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Parepare 

Ditetapkan di Parepare 
pada tanggal 8 Januari 2018 

WALIKOTA PAREPARE, 
ttd 

TAUFANPAWE 
Diundangkan di Parepare 
Pada tanggal 8 Januari 2018 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 
ttd 

IWAN ASAAD 

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 1 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUN GAN, 

SU IANI, SH 
NIP. 19680221 199312 2 002 




